ABSTRAK

Penertiban aset-aset yang dimiliki olen PT. Kereta Api Indonesia memunculkan
masalah-masalah di tengah masyarakat yang hingga saat ini juga belum
menemukan penyelesaian diantara kedua belah pihak. Salah satu terjadinya
sengketa rumah dinas PT. Kereta Api Indonesia adalah kasus putusan Nomor 120
K/Pdt/2017 dimana PT. Kereta Api Indonesia melakukan eksekusi rumah dinas
secara paksa tanpa adanya surat perintah dari Pengadilan Negeri yang
bersangkutan.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana status
tanah rumah dinas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Bagaimana kedudukan hukum rumah
dinas PT. Kereta Api Indonesia dalam putusan nomor 120 K/Pdt/2017. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum rumah dinas yang menjadi
obyek sengketa antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Yuniarti selaku ahli waris
Almarhum Kadar Slamet sebagai staf karyawan yang semasa hidupnya bekerja
pada perusahaan PT.Kereta Api Indonesia. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode penelitian yuridis nromatif. Sumber bahan hukum dalam
penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum
sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan
studi pustaka. Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, hasil analisis terhadap
studi kasus ini adalah status rumah dinas dalam putusan Nomor 120 K/Pdt/2017
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman dinyatakan bahwa pegawai negeri yang tidak aktif lagi menjabat atau
pensiun harus mengosongkan rumah dinas dengan ketentuan lebih lanjut diatur
dalam Peraturan Pemerintan Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara
dinyatakan bahwa pensiunan beserta ahli waris dapat mengalihkan hak atas rumah
dinas dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kedudukan hukum rumah dinas
PT. Kereta Api Indonesia dalam putusan nomor 120 K/Pdt/2017 adalah rumah
dinas tersebut merupakan rumah negara golongan Ill. Dimana rumah dinas ini
adalah rumah negara yang dikuasakan kepada PT.Kereta Api Indonesia untuk
menyediakan fasilitas perumahan dinas kepada pegawai negeri yang bekerja
kepada PT. Kereta Api Indonesia dengan berlandaskan Hak Pakai.





